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Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat penerapan dan hukum zakat profesi 
di Pemerintah Kota Depok. Adapun motede yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
dengan pendekatan kualiatif deskrptif, dan data yang digunakan adalah terbagi menjadi 
dua sumber data yaitu data primer dan data sekurnder, data primer merupakan perolehan 
peneliti yang dari website obyek penelitian atau dari dokumen tertulis lainnya sedangkan 
data sekunder pada penelitian ini diperolehan langsung oleh peneliti di lapangan melalui 
wawancara dengan petani. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan 
zakat profesi di Pemerintah Kota Depok dilakukan dengan cara pemotongan gaji secara 
sukarela atas kesepakatan dari pihak yang memiliki gaji, bekerja sama dengan bank Jabar 
Banten dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Depok, pemotangan tersebut senilai 2,5% 
dari pemotangan gaji. Terkait dengan tinjaun hukumnua bahwa mereka mengikut dua 
pendapat ulama, ada yang mengikutu haul dan nishab, PNS yang mengikuti penerapat 
zakat dengan haul mereka akan mengeluarkan pada saat penerimaan gaji, untuk PNS 
yang mengeluarkan berdasarkan haul dikeluarkan pada saat genap dua belas bulan. 
Kata Kunci : Praktek zakat Profesi, tinjauh hukum prektek zakat profesi 
 
Abstract 
The purpose of this research is to see the application and law of professional zakat in the 
Depok City Government. The method used in this study is descriptive qualitative 
approach, and the data used is divideie into two sources of data, namely prmery data and 
secondary data, peimary data is obtaibed by researhers from the research object’s website 
or from other documentwhile secondaryor from other written the research object’s 
website oe from other written documents while secondary data in research this was 
obtained directly by researchers in the field throught interviews with farmers. The results 
of the study show that the implementation of professional zakat in the Depok City 
Government is carried of those who have salaries, in collaboration with bank Jabar 
Banten And the National Amii zakat agency of depok city, the deducation is 2,5% of the 
deductions. Wages. Related to the legal review that they follow two opinions of scolars, 
there are those who. Follow the haul and nishab, civil servants who follow zakat with 
their haul will isuue it based on haul are issued when they are even twelvw months old.  
Keywoeds : prpfesional zakat prectivr, review the law of professional zakat practive 
 
1. PENDAHULUAN 
Zakat profesi belum terkenal dalam ilmu fikih selama kurun 14 abad lamanya. Zakat profesi 
belum pernah dimuat di Al-Qur’an, hadist, fikih, begitupula dalam Undang-Undang No. 23 
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Tahun 2011 tidak dibahas istilah zakat profesi namun dinamakan dengan zakat penghasilan dan 
jasa. karena munculnya zakat profesi baru di era sekarang di kehidupan masyarakat Indonesia, 
termasuk pada aparatur sipil negara (PNS) pada umumnya. 
Pada di era modern, profesi masyarakan semakin berubah untuk memperoleh 
penghasilan.dengan demikian, golongan harta dikenai wajib diperluas pada dikembangkan pada 
beberapa bentuk harta kekayaan, sebagaimana pendapat imam Yusuf Al-Qardhawi, Hasbi Ash-
Shiddiqie, dan intelektual serta ulama besar  bagi umat Islam di era tersebut. Zakat profesi 
adalah zakat dari hasil profesi seseorang baik melalui pemikiran ataupun keterampilan dalam 
melakukan perkerjaan. Pembicaraan mengenai zakat profesi ini berupa pendapatan seorang 
dalam suatu pekerjaan yang biasa disebutkan dengan fee. 
Zakat profesi belum terkenal dalam ilmu fikih selama kurun 14 abad lamanya. Zakat 
profesi belum pernah dimuat di Al-Qur’an, hadist, fikih, begitupula dalam Undang-Undang No. 
23 Tahun 2011 tidak dibahas istilah zakat profesi namun dinamakan dengan zakat penghasilan 
dan jasa. karena munculnya zakat profesi baru di era sekarang di kehidupan masyarakat 
Indonesia, termasuk pada aparatur sipil negara (PNS) pada umumnya. 
Pada di era modern, profesi masyarakan semakin berubah untuk memperoleh 
penghasilan.dengan demikian, golongan harta dikenai wajib diperluas pada dikembangkan pada 
beberapa bentuk harta kekayaan, sebagaimana pendapat imam Yusuf Al-Qardhawi, Hasbi Ash-
Shiddiqie, dan intelektual serta ulama besar  bagi umat Islam di era tersebut. Zakat profesi 
adalah zakat dari hasil profesi seseorang baik melalui pemikiran ataupun keterampilan dalam 
melakukan perkerjaan. Pembicaraan mengenai zakat profesi ini berupa pendapatan seorang 
dalam suatu pekerjaan yang biasa disebutkan dengan fee. 
Pemerintah Indonesia telah mengatur sistem manajamen zakat melalui KMP”No. 581 
Tahun 1999 mengenai melaksanakan UU (Undang-udang) nomor. 38 Tahun 1999 menegnai 
manajamen Zakat seperti dalam peratiran mentri Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 373 
Tahun 2003 mengenai praktek  Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan telah ditinjau kembali 
dengan alasan UUNomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan zakat dilihat tidak relevan 
dengan kebutuhan hukum di masyarakat, dengan demikian Negara meninjau untuk merancang 
Undang-Undang mengenai Zakat Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yeng 
meliputi kegaitan, organisasian, perencanaa, dan distribusi dana zakat. 
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Berdasarkan tinjauan (BAZNAS) dengan kampus ITB pada Januari-April 2011, dengan 
data penduduk Indonesia yang besar dan mayoritas yaitu 87% penduduknya adalah muslim 
dengan mengasumsikan 20 % sebagai muzakki, hal ini akan memberikan sebuah potensi besar 
dikisarkan dengan angka 217 triliun. Namun pada kenyataannya, pada Tahun 2010 zakat yang 
berhasil dihimpun senilai 1,5 triliun, nilai ini mencapai angka 1% dari peluang pengeluaran 
zakat yang, data tersebut tidak mencakup bagi kaum muslim yang menyalurkan zakatnya secara 
perorangan. 
Pemerintah Indonesia telah mengatur sistem manajamen zakat melalui KMP”No. 581 
Tahun 1999 mengenai melaksanakan UU (Undang-udang) nomor. 38 Tahun 1999 menegnai 
manajamen Zakat seperti dalam peratiran mentri Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 373 
Tahun 2003 mengenai praktek  Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan telah ditinjau kembali 
dengan alasan UUNomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan zakat dilihat tidak relevan 
dengan kebutuhan hukum di masyarakat, dengan demikian Negara meninjau untuk merancang 
Undang-Undang mengenai Zakat Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yeng 
meliputi kegaitan, organisasian, perencanaa, dan distribusi dana zakat. 
Berdasarkan tinjauan (BAZNAS) dengan kampus ITB pada Januari-April 2011, dengan 
data penduduk Indonesia yang besar dan mayoritas yaitu 87% penduduknya adalah muslim 
dengan mengasumsikan 20 % sebagai muzakki, hal ini akan memberikan sebuah potensi besar 
dikisarkan dengan angka 217 triliun. Namun pada kenyataannya, pada Tahun 2010 zakat yang 
berhasil dihimpun senilai 1,5 triliun, nilai ini mencapai angka 1% dari peluang pengeluaran 
zakat yang, data tersebut tidak mencakup bagi kaum muslim yang menyalurkan zakatnya secara 
perorangan. 
2. METODE 
 Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mengungkapkan gejala konseptual dengan 
menggunakan pendekatan pengumpulan data diperoleh dari sumber langsung dengan mengikuti 
instrument pada penelitian yang disusun. Pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan 
penelitian yang temuan-temuannya tidak menggunakan langkah pendekatan statistic yang jalan 
perolehan data dengan angka-angka dan hitungan Akan tetapi penelitian kualitatif yaitu dengan 
menggunakan pendekatan pengamatan, wawancara dan dokumentasi sehingga untuk dapat 
memperoleh data yang diteliti diharuskan untuk langsung mengamati studi kasus dilapangan. 
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  Pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode analisis deskriptif yaitu metode yang 
digunakan agar mendeskriptifkan atau mengungkapkan fenomena yang ada. Baik fenomena 
yang terjadi berupa bersifat ilmiah ataupun rekayasa dari sumber data. Data yang diperoleh dari 
lapangan berupa kata-kata, gambar serta bukan berupa angka-angka. Maka pada laporan 
penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terhadap penyajian 
laporan pada penelitian. 
2.1 Sumber Data Penelitian 
 Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari para aparatus sipil negara yang 
berada di pemerintah kota depok, dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di 
lokasi penelitian 
2.2 Metode Pengambilan Data 
 Pada suatu penelitian sering terjadi proses pengumpulan data, teknik pengumpulan data 
merupakan sebuah prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data yang akan 
diperlukan. Dalam proses pengumpulan data akan menggunakan data atau lebih metode. Jenis 
metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data tentunya harus sesuai dengan 
karakter penelitian yang sedang dilakukan 
2.2.1 Observasi  
 Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengamati atau mengobservasi objek 
penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa baik berupa prilaku manusia setempat atau 
fenomena alam yang terjadi. 
2.2.2 Wawancara 
Penyusunan menggunakan wawancara terpimpin. Dalam wawancara jenis ini pertanyaan yang 
akan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun. Pada penlitian ini menggunakan 
wawancara untuk memperoleh langsung data yang terjadi dilapangan dengan menyiapkan 
pertanyaan yang akan dibutuhkan pada penelitian. 
2.2.3 Dokementasi  
 Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu kejadian atau 
laporan yang ada. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen. 
Seperti dalam buku regristrasi dan arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan kebutuhan penelitian serta mendokumentasikan hasil yang telah didapatkan dilapangan 
baik dengan tulisan atau dengan mengambil gambarnya. 
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2.3 Metode Analisis Data Penelitian 
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisir data memilah-milah serta menjadikan satuan yang dapat dikelola mencari dan 
mengumpulkan data, serta menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan oleh orang lain. Analisis data terbagi menjadi dua jenis 
data yaitu pertama analisis diskriptif merupakan analisis dengan paparan data secara sistematis 
dan logis disetiap aspek yang diteliti. Kedua, analisis induktif, merupak proses fakta yang 
khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisis yang mempunyai 
sifat umum.  
2.4 Dasar Hukum Zakat Profesi 
َن اْْلَْرِض  ا أَْخَرْجنَا لَُكم م ِ ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُنِفقُوَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَنِفقُوا ِمن َطي ِبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ  ۖ َوََل تَيَمَّ
َ َغنِيٌّ َحِميد    َولَْستُم بِآِخِذيِه إَِلَّ أَن تُْغِمُضوا فِيِه ۚ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, nafkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. 
Dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal 
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. 
Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al- Baqarah, 2:267).  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Nishab zakat profesi 
Zakat penghasilan terbagi dengan berbagai pandangan ulama terhadap  nishabnya dan cara 
menyalurkannya. Pertama, apabila disamakan dengan zakat petani, baik dalam nisabnya 
sebanyak 653 kg beras, kadarnya sebesae 5% dan akan dikeluarkannya di waktu memperoleh 
gaji dan penghasilan. Kedua dalah jika di samakan terhadap punyaluran zakat emas serta 
perdagangan, maka yang menjadi nisab sebesar 85 gram dan kadar yang dikeluarkan sebesar 
2,5%, zakat tersebut disalurkan satu Tahun dalam satu kali pelaksanaan. 
 Pandangan Dr Yusuf Al-Qardhawi tentang metode hitungan di zakat profesi terdapat 2 
bagian yaitu pertama Secara langsung, zakat akan dihitung dari 2,5%, berupa penghasilan kotor 
yang secara langsung, baik hal tersebut akan di dibayarkan secara bulanan ataupun tahuna. 
Dalam penggunaan metode ini sangat adil terhadap orang yang memiliki harta yang 
lebih.seperti: Seseorang berpenghasilan senilai 3.000.000 perbulannya, maka diwajibkan untuk 
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menyalurkan zakatnya senilai 2,5% X 3.000.000=Rp 75.000 per bulan atau Rp 900.000 per 
Tahun.  
 Setelah kebutuhan dipotong semuanya, maka yang wajib untuk dihitungkan zakatnya 
sebesar 2,5% setelah dipotong oleh kebutuhan pokok dan gaji pokok. Metode tersebut lebih adil 
untuk diterapkan bagi mereka yang berpenghasilannya tidak terlalu tinggi. Seperti: Seseorang 
dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 
tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : 2,5% X (1.500.000- 1.000.000)=Rp 
12.500 per bulan atau Rp 150.000,- per Tahun. 
3.2 Praktek Dan Hambatan Zakat Profesi Di Pemkot Depok 
Hasil penelitian yang dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah Kota 
Depok, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok, Bank Jabar-Banten (BJB) Kantor Cabang 
Kota Depok, dan BAZNAS Kota Depok menunjukkan pelaksanaan atau realitas zakat profesi 
di Kota Depok dilakukan dengan cara pemotongan gaji secara sukarela, tidak ada sanksi khusus 
yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok yang enggan untuk membayar 
zakat dan atas kesepakatan Pemerintah Daerah Kota Depok, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota 
Depok, Bank Jabar-Banten (BJB) Kantor Cabang Kota Depok, dan BAZNAS Kota Depok 
sejumlah 2,5% dari gaji ASN. 
Zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok dipungutdari pendapatan pokok 
yang kotor dari tiap pegawa dengan angka 2,5%, pihak yang melakukan pemotongan yaitu 
Pemda Kota Depok bekerjasama dengan Bank Jabar-Banten (BJB) Kantor Cabang Kota Depok 
berdasarkan dengan surat pernyataan yang disepakati. Jika seoarang kayawan atau pegawai 
dalam upahnya tidak mencapai nishab zakat yaitu senilai 85 gram emas/Tahun maka tidak akan 
dilakukan pemotongan zakat profesi akan tetapi yang dikeluarkan sedekah atau infaq.  
Adapun pemotongan zakat profesi senilai 2,5 % dari gaji efektif serta meringankan bagi 
lembaga BAZNAS di Kota Depok yaitu dengan dilakukan pembayaran zakat profesi autodebit, 
yaitu sistem pemotongan zakat dari gaji yang ditransfer ke rekening sipekerja dalam tiap 
bulannya, dengan ketentuan disetujui di awal pada saat menandatangani kesepakatan untuk 
jangka waktu seTahun atau dua Tahun atau waktu tertentu. BAZNAS Kota Depok ini sebagai 
amil zakat membuat akad yang disepakati tersebut dengan ASN Kota Depok. Dengan metode 
pembayaran zakat profesi seperti ini, akan terus berjalan secara sistematik pada setiap perbulan 
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disesuaika jangka kesepakatan tanpa diperhatikan kondisi tertentu untuk jangka waktu tersebut. 
Sehingga praktek zakat dilakukan untuk menunaikan kewajiban. 
3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi 
Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, mengenai zakat penghasilan diketentuan umum 
pada fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah tiap penghasilan seperti gaji, 
honor, fee, jasa, dan lain-lain yang dipdapatkan dengan jalan yang halal, baik pendapat tersebut 
secara berrutin seperti PNS dan Karyawan swasta dan sejenisnya, serta perolehan yang 
didapatkan dari pekerjaan bebas lainnya. Maka berdasarkan fatwa ini gaji ASN Kota Depok 
adalah termasuk objek zakat penghasilan. 
4. PUNUTUP 
1. Adapun praktek zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) yang terdapat pemerintah 
kota Depok dengan penerapan dikeluarkan dengan cara pemotongan gaji pegawai 
secara sukarela dalam setiap bulannya,dengan bekerjasama antara bazanas Kota Depok 
dengan Bank BJB. untuk gaji yang dikeluarkan dihitung total gaji kotor dari pegawai 
di Pemkot Depok, dalam pandangan ulama penerapan zakat profesi dikeluarkan 
dihitung setalah pendapat bersih yaitu setalah dikurangi kebutuhan pokok. Terkait 
belum ada regulasi yang tegas untuk mengarah pada wajibnya penerapan zakat profesi 
di Pemerintah Kota Depok tersebut.. 
2. Dengan demikian rumus yang digunakan menetapkan gaji yang sudah memenuhi 
kewajiban zakat profesi setiap bulannya adalah 85 gr emas dikali harga emas dibagi 12 
bulan setelah itu dikali 2,5%, hasilnya adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap 
bulannya mengikuti tanggal pembayaran gaji. Ditegaskan lagi gaji yang wajib dipotong 
2,5 % untuk membayar zakat tersebut sudah sekaligus dipotong untuk membayar pajak 
penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Jika ditinjau dari hukum Islam 
realitas zakat profesi di kota depok tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum islam, 
yaitu syarat sah diterimanya zakat, antara lain: Harus dimiliki secara penuh, bukan harta 
orang lain. Mencapai nishab dan haulnya, Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar 
zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkan mengikuti waktu penggajian. Hartanya harus 
halal bukan dari sumber-sumber haram. Harga satu gram emas murni (24 karat. Emas 
dengan 24 karat dianggap sebagai emas murni atau kadar 99,9 persen) adalah Rp. 
928.000. apabila dikalikan dengan 85 gram yang merupakan nishab zakat profesi adalah 
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Rp. 78.880.000 sebagai nishab zakat profesi yang dibayarkan perTahun (haul). 
Sehingga tidak semua ASN Kota Depok membayar zakat profesi, hanya ASN Kota 
Depok yang bergaji minimal Rp. 6.573.333,33 per-bulan yang dapat membayar zakat 
profesi. 
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